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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan penjelasan dibawah ini maka calon peneliti menyimpulkan 

sebagai berikut : 

1)  UUPK belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce karena 

UUPK ini mempunyai keterbatasan pengertian tentang pelaku usaha dimana 

disebutkan bahwa pelaku usaha yang disebutkan dalam UUPK ini hanya 

menjangkau pelaku usaha yang wilayah uahanya berada di wilayah negara 

Republik Indonesia. Padahal e-commerce merupakan model perdagangan yang 

dapat melintasi wilayah hukum suatu negara. Sehingga jika terjadi suatu 

sengketa sehingga merugikan konsumen yang berada di Indonesia maka UUPK 

ini tidak dapat menjangkaunya. Selain itu hak – hak konsumen yang diatur 

dalam UUPK terbatas hanya untuk transaksi yang bersifat konvensional 

saja.Walaupun UUPK memiliki keterbatasan – keterbatasan dalam melindungi 

konsumen, UUPK tersebut masih dapat menjangkau pelaku usaha toko online 

yang wilayah kerjanya berada di negara Republik Indonesia. 

2) Perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi: 

 a. Perlindungan hukum terhadap konsumen dari sisi pelaku usaha, meliputi 

kewajiban pelaku usaha mencantumkan identitasnya dalam website, Adanya 

lembaga penjamin keabsahan toko online. 
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b.  Perlindungan hukum terhadap konsumen dari sisi konsumen, adanya 

jaminan kerahasiaan data pribadi konsumen yang berada pada pelaku usaha 

c.  Perlindungan hukum terhadap konsumen dari sisi produk, meliputi kejelasan 

informasi tentang produk karena produk yang ditawarkan hanya 

dideskripsikan di dalam website, jaminan kemanan dan kenyamanan produk, 

jaminan produk yang ditawarkan seuai dengan yang dipromosikan. 

d.  Perlindungan hukum terhadap konsumen dari sisi transaksi, meliputi 

informasi yang jelas dari pelaku usaha mengenai mekanisme transaksi 

3)     Ada 2 (dua) permasalahan yang timbul dan cara mengatasinya 

        a. Permasalahan Yuridis 

1.  Keabsahan perjanjian Menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang mengalami 

hambatan – hambatan dalam penerpannya.  

2.  Penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce, penyelesaian 

sengketa ini dapat ditempuh dengan jalan melalui penyelesaian karena 

penyelesaian sengketa ini dianggap efektif mengingat e-commerce 

perdagangan yang dapat melintasi batas – batas negara.  

3.  UUPK yang tidak akomodatif, Di dalam UUPK ini memilii keterbatasan 

pengertian mengenai pelaku usaha dan pengaturan hak – hak konsumen 

yang hanya ditujukan pada transaksi secara konsvensional. Cara 

mengatasi hal ini adalah pemerintah segeramungkin membuat undang – 

undang perlindungan konsumen yang didalamnya mengatur juga tentang 

transaksi e-commerce. 
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4.  Tidak adnya lembaga penjamin keabsahan toko online. Cara 

mengatasinya adalah pemerintah segera mungkin merealisasikan untuk 

membentuk lembaga penjamin (Cerification Authority) 

b. Permasalahan Non yuridis 

1. Keamanan dalam bertransaksi. Cara mengatasinya pelaku usaha toko 

online di Indonesia dalam menjamin keamanan konsumen bertransaksi 

menggunakan sistem keamanan yang biasa digunakan yaitu dengan 

teknik kriptography, SSL (Secure socet Layer), SET.  

2. Tidak semua konsumen memahami transaksi e-commerce. Cara 

mengatasinya dengan sosialisasi manfaat dan cara penggunaan internet. 

5.2 Saran 

1.  Pemerintah hendaknya segera membuat undang – undang tentang 

perlindungan konsumen yang mengatur perlindungan hukum terhadap 

konsumen dalam transaksi e-commerce karena nantinya e-commerce akan 

menjadi suatu keniscayaan, sehingga pemerintah jangan sampai tertinggal 

perangkat hukumnya. 

2.  Konsumen hendaknya sadar akan hak – haknya sebagai konsumen dalam 

transaksi e-commerce. 

3.  Pelaku usaha hendaknya bertindak jujur dalam menjalankan usaha took 

onlinenya. 
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